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BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64895);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati Il Langkat dari Wilayah Kodya Dati Il
Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati Il Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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16. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaa_n
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Tndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Nomor ..6... Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor.3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor §.3);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 120.295.033.730,00
b. Pendapatan Transfer Rp.1.736.321.451.278,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 48.349.495.700,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.904.965.980.708,00
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp.1.106.676.349.365,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 332.501.945.010,00
3) Belanja Hibah Rp. 6.349.773.850,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.822.700.000,00

Rp. 1.457.350.768.225,00

b. Belanja Modal



1) Belanja Modal
2) Belanja Modal
3) Belanja Modal
4) Belanja Modal
5) Belanja Modal

Tanah Rp. 1.078.000.000,00
Peralatan dan Mesin Rp. 12.683.264.867,00
Gedung dan Bangunan Rp. 7.495.126.399,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 67.269.283.462,00
Aset Tetap Lainnya Rp. 671.350.000.00
Rp. 89.197.124.728,00

c. Belanja Tidak Terduga
1) Belanja Tidak Terduga Rp. 11.128.741.320,00

Rp. 11.128.741.320,00

d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 4.656.577.935,00
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 339.632.768.500,00

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan

Rp. 344.289.346.435,00

Rp. 1.901.965.980.708,00
Rp. 3.000.060.000,00

1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00

2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (3.000.000.000,00)

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1,

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub  Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah:

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat urnurn dan bersifat khusus

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil; -

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;



._.\ .\}(

9. Lampiran VIIT Rincian Dana Tambahan -lnf'rastuktur Mex_mrlut Umsar;
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Keglatan, Sl
Kegiatan, Kclompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Bclanja dan Pembiayaan;,
10. Lmapiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ }fiota
pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan
Perkada tentanp Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat dacrah sesual
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal *6 Desember 202)
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Pricrckingkan o Stabat

pada langgal a8 Deserrper 202
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDIRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR : 45 TAHUR 202!

Salinan Sesuai dengan aslinya
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